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PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk 
dalam sektor pelayanan publik berbasis keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Agama dan kementerian terkait secara bertahap mendorong 
implementasi konsep smart governance dalam penyelenggaraan haji, yang mencakup digitalisasi 
sistem informasi, pelaporan daring, serta koordinasi lintas lembaga berbasis platform digital 
(Hasanah et al., 2024). Di tingkat daerah, pelibatan petugas haji dalam sistem digital ini membawa 
tantangan baru, terutama dalam aspek komunikasi organisasi, adaptasi teknologi, serta integrasi 
informasi secara real time.  

Transformasi pelayanan publik di era digital menuntut tata kelola yang adaptif, transparan, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ismail, 2023). Kabupaten Deli Serdang merupakan salah 
satu daerah yang telah mengadopsi pendekatan smart city dengan enam dimensi utama, salah satunya 
smart governance, sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis teknologi. 
Melalui dokumen Rencana Induk Smart City, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan 
pentingnya digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pelayanan yang akuntabel dan terintegrasi 
(Napitupulu et al., 2020). Salah satu implementasi nyata dari inisiatif ini adalah Program E-Padi oleh 
Badan Pendapatan Daerah yang mendigitalisasi proses administrasi pelayanan pajak daerah untuk 
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. 

Dalam konteks pelayanan ibadah haji, tantangan komunikasi petugas menjadi salah satu isu 
krusial yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Kebutuhan akan sistem 
komunikasi yang responsif, terstandar, dan terintegrasi di era digital menjadi semakin mendesak, 
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terutama mengingat kondisi jamaah yang beragam secara usia dan literasi digital. Penelitian oleh 
Ramadhani dan Handoyo (2023) menunjukkan bahwa dari 45 program smart governance yang 
dirancang di Kabupaten Deli Serdang, hanya 35 program yang terealisasi. Hal ini mengindikasikan 
adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Selain itu, hanya sekitar 29,5% 
masyarakat yang merasa mudah mengakses informasi melalui aplikasi digital milik pemerintah 
daerah, menunjukkan bahwa aspek edukasi teknologi dan sosialisasi publik masih menjadi tantangan 
besar (Ramadhani & Handoyo, 2023). 

Isu ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan spesifik pelayanan haji yang 
memerlukan komunikasi dua arah secara cepat dan akurat, terutama di tengah situasi darurat atau 
perubahan jadwal. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan akses internet 
antarwilayah, serta minimnya pelatihan teknologi bagi petugas haji menjadi kendala utama dalam 
mewujudkan pelayanan berbasis smart governance. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber 
daya manusia, pengembangan sistem komunikasi yang user-friendly, serta integrasi sistem informasi 
lintas sektor menjadi strategi yang perlu segera diwujudkan guna meningkatkan kualitas layanan 
publik di bidang keagamaan, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. 

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu pengirim jamaah haji terbesar di Provinsi Sumatera 
Utara, menjadi entitas penting dalam mengkaji dinamika komunikasi petugas haji di tengah tuntutan 
digitalisasi layanan. Petugas haji tidak hanya menjalankan fungsi ritual dan logistik, tetapi juga 
menjadi aktor komunikasi kunci dalam memastikan kelancaran alur informasi antara jamaah, instansi 
daerah, dan Kementerian Agama pusat (Agustin & Muhajarah, 2024). Namun, proses komunikasi ini 
kerap menghadapi hambatan akibat kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan tidak 
sinkronnya aplikasi digital lintas sektor (Khairiah, 2024; Sinaga & Indra, 2023). 

Penelitian sebelumnya banyak membahas tata kelola haji dari aspek manajemen pelayanan, 
regulasi, dan kepuasan jamaah (Anas et al., 2023; Naad et al., 2024), namun sedikit yang menyoroti 
secara khusus tantangan komunikasi organisasi dalam kerangka smart governance di level 
operasional petugas daerah. Bahkan, studi tentang digitalisasi komunikasi petugas haji di 
kabupaten/kota masih sangat terbatas dan lebih banyak fokus pada wilayah perkotaan atau pusat data 
(Kusnawan et al., 2017; Rachman, 2019). Kondisi ini menciptakan gap riset yang signifikan dan 
membutuhkan eksplorasi mendalam. 

Dalam perspektif teori komunikasi organisasi, komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam 
mengelola kompleksitas hubungan antar aktor di dalam sistem kelembagaan. Teori Networked 
Governance menjelaskan pentingnya integrasi digital dan keterhubungan informasi sebagai syarat 
suksesnya penyelenggaraan layanan publik yang responsif dan adaptif (Iswanto & Miskan, 2025; 
Salsabila et al., 2024). Dalam konteks ibadah haji, jaringan komunikasi yang tidak hanya bersifat 
vertikal (pemerintah pusat ke daerah) tetapi juga horizontal (antar instansi dan petugas lapangan) 
menjadi fondasi bagi keberhasilan pelayanan haji yang humanis dan efisien (Hariadi et al., 2025). 

Tantangan lain muncul dari resistensi kultural dan kelembagaan terhadap perubahan. Petugas 
haji di daerah, terutama yang berasal dari latar belakang non-digital native, sering kali mengalami 
kesulitan dalam mengakses sistem daring, melakukan pelaporan berbasis aplikasi, dan mengelola 
komunikasi digital di tengah tekanan kerja lapangan (Kusuma, 2024). Selain itu, fragmentasi platform 
digital antar instansi dan belum terstandarnya prosedur komunikasi di antara stakeholder 
memperburuk efektivitas jaringan informasi (Susilawati et al., 2023). 

Transformasi digital dalam penyelenggaraan haji juga menghadirkan paradoks antara efisiensi 
dan empati. Di satu sisi, sistem informasi digital memudahkan koordinasi dan dokumentasi, namun 
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di sisi lain, praktik komunikasi yang terlalu berbasis protokol sering kali mengabaikan dimensi 
emosional dan spiritual pelayanan terhadap jamaah haji yang didominasi lansia dan penyandang 
disabilitas (Rantona et al., 2024). Oleh karena itu, strategi komunikasi petugas haji perlu dirancang 
tidak hanya berdasarkan kecepatan dan ketepatan informasi, tetapi juga memperhatikan pendekatan 
nilai dan keagamaan. 

Smart governance idealnya menciptakan ekosistem komunikasi yang terbuka, kolaboratif, dan 
adaptif terhadap perubahan. Namun, di tingkat implementasi lokal, terdapat kesenjangan antara 
kebijakan nasional dan kesiapan struktur teknis serta budaya kerja petugas daerah. Studi oleh 
Wildayati (2019) menunjukkan bahwa meskipun sebagian petugas telah mengadopsi aplikasi 
pelaporan haji, penggunaan aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam 
pengambilan keputusan lapangan dan penanganan darurat jamaah. 

Dalam kerangka pembangunan kelembagaan yang partisipatif, komunikasi petugas haji tidak 
bisa lagi bersifat linier atau hanya berdasarkan instruksi top-down. Perlu model komunikasi 
partisipatif berbasis platform digital yang memungkinkan dialog antar petugas, pelacakan cepat 
kebutuhan jamaah, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan lainnya seperti keluarga jamaah, 
media, dan otoritas kesehatan (Fuadia, 2020; Harmaini, 2023). Model ini dapat memperkuat 
transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan haji daerah. 

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tulisan ini adalah: bagaimana tantangan komunikasi 
organisasi yang dihadapi petugas haji di Kabupaten Deli Serdang dalam merespons agenda 
transformasi digital dan penerapan smart governance? Bagaimana dinamika komunikasi tersebut 
mempengaruhi efektivitas layanan haji dan kualitas koordinasi antar instansi? 

Tulisan ini menawarkan novelty dalam bentuk pendekatan integratif antara teori komunikasi 
organisasi, konsep smart governance, dan praktik komunikasi keagamaan berbasis teknologi digital 
di tingkat lokal. Dengan menempatkan petugas haji sebagai aktor komunikasi utama, studi ini 
bertujuan mengisi kekosongan riset tentang praktik komunikasi kelembagaan dalam 
penyelenggaraan haji berbasis sistem digital di daerah non-perkotaan. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus eksploratif, yang 
bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika komunikasi organisasi yang dijalankan oleh 
petugas haji di Kabupaten Deli Serdang dalam konteks transformasi digital dan penerapan smart 
governance. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman 
subjektif, praktik komunikasi aktual, serta konteks sosial-budaya yang membentuk pola komunikasi 
antar petugas dan dengan mitra eksternal (Creswell, 2015). 

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 10 informan 
kunci yang terdiri dari petugas haji (TPHI, TKHI, dan PPIH daerah), pejabat Kemenag Deli Serdang, 
serta perwakilan Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Teknik ini digunakan 
agar peneliti dapat mengeksplorasi narasi, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap perubahan 
sistem komunikasi akibat digitalisasi dan integrasi aplikasi layanan haji (Ridwan et al., 2022). 

Selain wawancara, observasi non-partisipan dilakukan selama masa pelatihan dan masa aktif 
layanan haji di tingkat kabupaten, khususnya dalam kegiatan manasik haji, pelaporan berbasis 
aplikasi, serta simulasi komunikasi krisis. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika 
komunikasi aktual yang tidak selalu terekspresikan dalam wawancara. Peneliti juga mengumpulkan 
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dokumen sekunder seperti laporan teknis, SK penugasan, tangkapan layar penggunaan aplikasi 
seperti e-Hajj dan e-Penkin, serta dokumen komunikasi formal lainnya untuk melengkapi data primer. 

Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan 
data. Peneliti membandingkan narasi informan dengan hasil observasi dan data dokumenter, serta 
melakukan member checking kepada beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi. 
Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik berdasarkan model Sugiyono (2020), 
dengan tahapan: transkripsi, koding terbuka, identifikasi tema, serta sintesis interpretatif terhadap 
pola komunikasi dan tantangannya dalam konteks digitalisasi. 

Sebagai bagian dari upaya memastikan validitas temuan, penelitian ini melakukan proses 
member checking kepada lima informan kunci dari berbagai kategori petugas haji (TPHI, TKHI, dan 
PPIH daerah) untuk meninjau kembali hasil interpretasi temuan awal. Para informan diminta 
mengonfirmasi keakuratan kutipan, konsistensi narasi, serta keterwakilan pengalaman mereka dalam 
tema-tema seperti kesulitan penggunaan aplikasi e-Penkin, beban kerja ganda akibat pelaporan 
digital, dan hambatan koordinasi antar instansi. Hasil member checking menunjukkan bahwa 
mayoritas informan menyatakan isi temuan telah mencerminkan pengalaman lapangan secara tepat, 
khususnya dalam hal kesenjangan literasi digital dan ketergantungan pada anggota tim yang lebih 
muda. Meski demikian, dua informan menyarankan agar aspek emosional pelayanan terhadap jamaah 
lansia lebih ditonjolkan dalam analisis, sehingga validasi ini tidak hanya memperkuat kredibilitas 
data, tetapi juga membantu penyesuaian fokus interpretasi sesuai konteks empirik 

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara purposive karena 
daerah ini aktif menerapkan digitalisasi layanan haji, memiliki jumlah jamaah yang signifikan, serta 
memiliki kompleksitas hubungan antar lembaga di tingkat lokal. Karakteristik ini menjadikan Deli 
Serdang sebagai kasus representatif untuk memahami transformasi komunikasi organisasi Islam 
dalam konteks daerah non-perkotaan yang sedang beradaptasi dengan agenda smart governance. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Digitalisasi Sistem Informasi Haji dan Perubahan Pola Komunikasi Petugas 

Penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan ibadah haji telah mengubah secara signifikan pola 
komunikasi yang dijalankan oleh petugas haji di Kabupaten Deli Serdang. Platform seperti e-Hajj dan 
e-Penkin menjadi instrumen utama dalam mendistribusikan informasi, melaporkan aktivitas, serta 
memantau kinerja petugas di lapangan (Rahayunianto, 2020). Transformasi ini menandai pergeseran 
besar dari pola komunikasi yang sebelumnya bersifat manual, berbasis dokumen cetak, dan sangat 
bergantung pada komunikasi verbal, menjadi komunikasi berbasis sistem daring yang terintegrasi 
secara nasional.  

Model komunikasi baru ini diproyeksikan untuk meningkatkan kecepatan informasi, 
mendorong transparansi, dan memperkuat pengawasan institusional secara hierarkis dan real-time. 
Namun, digitalisasi ini tidak serta-merta diterima secara mulus, karena kenyataan di lapangan 
menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan 
infrastruktur teknologi, dan budaya kerja yang belum seluruhnya selaras dengan prinsip smart 
governance (Pratama & Arafah, 2024; Raharjo, 2015). 

Kebutuhan akan pelaporan cepat dan akurat melalui sistem daring memberikan tekanan baru 
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bagi para petugas, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang teknologi informasi. Dalam 
wawancara dengan salah satu petugas TPHI, disebutkan bahwa: 

“Kami sekarang harus unggah laporan setiap hari ke e-Penkin. Kalau tidak sesuai waktu atau format, langsung 
ditegur dari provinsi atau pusat” (wawancara dengan DM, 10 April 2024).  

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sistem digital berfungsi sebagai alat pengawasan 
langsung yang mempersempit ruang fleksibilitas komunikasi petugas. Di sisi lain, aplikasi ini 
sebenarnya membuka peluang efisiensi yang besar dalam pelaporan, namun menuntut keterampilan 
baru yang tidak semua petugas miliki. Sebagian petugas mengaku kesulitan memahami antarmuka 
sistem, belum lagi masalah koneksi internet yang tidak stabil ketika berada di lokasi pemberangkatan 
atau asrama transit. Situasi ini memperlihatkan bahwa transformasi teknologi tidak hanya soal 
perangkat lunak, tetapi juga soal kesiapan psikologis dan kapasitas teknis pengguna (Kohar et al., 
2022; Ridwan et al., 2022). 

Kesenjangan literasi digital menjadi persoalan utama dalam implementasi sistem ini. Banyak 
petugas haji berasal dari latar belakang pendidikan keagamaan atau sosial dan belum terbiasa 
menggunakan sistem digital berbasis aplikasi. Dalam wawancara, seorang petugas TKHI menyatakan: 

“Saya baru benar-benar belajar laptop waktu ditugaskan. Kalau tidak ada anak muda di tim, saya mungkin 
tidak bisa isi laporan sendiri” (wawancara dengan CT, 10 April 2024).   

Ketergantungan pada anggota tim yang lebih muda menjadi gejala umum di berbagai kloter. Hal 
ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif kini sangat bergantung pada kehadiran 
aktor-aktor yang memiliki kompetensi digital, sehingga muncul ketimpangan internal dalam 
distribusi kerja. Teori Organizational Communication Change menekankan bahwa keberhasilan 
transformasi dalam sistem komunikasi organisasi tidak dapat dilepaskan dari proses pelibatan 
partisipatif dan pelatihan berkelanjutan yang menyesuaikan kapasitas individu dengan tuntutan 
teknologi yang diadopsi (Dusra et al., 2024; Purbaningrat, 2012). 

Ketidakterpaduan sistem menjadi masalah teknis yang memperumit alur komunikasi. Meskipun 
sistem seperti e-Hajj, e-Penkin, dan aplikasi pendukung lainnya digunakan secara simultan, 
kenyataannya tidak semua data terintegrasi secara otomatis. Sering kali petugas harus menginput 
data yang sama di dua atau tiga aplikasi yang berbeda karena belum ada sistem yang mengompilasi 
informasi secara terpusat. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan redundansi kerja dan 
memperbesar risiko kesalahan input.  

“Sudah kami upload data jamaah di satu aplikasi, tapi dari pusat masih minta data ulang lewat WA karena 
belum masuk ke dashboard utama” (wawancara dengan DM, 10 April 2024).  

Masalah ini menunjukkan lemahnya arsitektur digital pemerintah dalam menyatukan sistem 
antar lembaga dan memperlihatkan betapa jauhnya realisasi smart governance dari harapan ideal. 
Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas pendukung. Banyak petugas menggunakan 
perangkat pribadi seperti handphone, laptop, dan kuota internet sendiri tanpa dukungan anggaran 
dari instansi pengirim. Dalam wawancara, seorang petugas menyebut: 

“Pekerjaan ini berbasis online, tapi perangkat tidak disediakan. Kami terpaksa pakai milik pribadi.” 
(wawancara dengan MY, 10 April 2024).   

Ketergantungan ini tidak hanya menciptakan beban ekonomi tambahan bagi petugas, tetapi 
juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan transformasi digital yang top-down 
dengan kesiapan operasional di lapangan. Ketiadaan infrastruktur yang mendukung menyebabkan 
praktik komunikasi yang seharusnya lebih efisien malah menjadi rumit, lambat, dan tidak jarang 
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menciptakan kesalahpahaman antar pihak. 

 

Akuntabilitas menjadi dimensi positif dari sistem digital yang diakui oleh banyak petugas. 
Melalui sistem ini, laporan dan kinerja dapat dipantau secara transparan, baik oleh tim pengawas di 
daerah maupun oleh pihak pusat. Setiap kegiatan lapangan harus dilengkapi dengan dokumentasi 
foto, waktu pelaksanaan, dan lokasi koordinat.  

“Sekarang semua harus ada buktinya. Kita nggak bisa asal- asalan lagi,” (wawancara dengan AB, 11 April 2024). 

Keterbukaan semacam ini berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap 
kerja petugas haji dan memberikan sistem evaluasi yang berbasis bukti, bukan semata-mata narasi. 
Perubahan ini juga membawa beban psikologis dan fisik bagi petugas yang harus membagi waktu 
antara pelayanan langsung dan pelaporan digital. Banyak dari mereka harus menginput data dan 
mengunggah laporan hingga larut malam setelah melayani jamaah selama seharian penuh.  

“Kami harus melayani lansia dan disabilitas di siang hari, lalu malamnya harus rekap dan kirim laporan 
digital. Kerja dua kali lipat,” kata seorang petugas TKHI” (wawancara dengan SN, 10 April 2024). 

Ketegangan ini menunjukkan bahwa sistem digital yang tidak memperhitungkan redistribusi 
beban kerja justru dapat menurunkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Generasi muda dalam 
struktur tim haji cenderung lebih menerima perubahan ini. Mereka memanfaatkan aplikasi digital 
untuk mempercepat koordinasi dan meminimalisir kesalahan komunikasi.  

“Kita sekarang bisa lihat jadwal, pembagian tugas, dan status jamaah langsung dari HP. Semua jadi lebih 
cepat” (wawancara dengan RG, 10 April 2024).  

Antusiasme ini membuktikan bahwa perubahan pola komunikasi berbasis teknologi hanya akan 
berhasil jika diiringi dengan rekayasa tim yang inklusif terhadap generasi yang kompeten secara 
digital. Dominasi komunikasi digital juga menciptakan gap interaksi antar manusia. Hubungan 
personal antar petugas menjadi lebih formal dan dibatasi oleh format digital, seperti laporan standar 
dan sistem pelaporan daring. Dalam beberapa kasus, hilangnya ruang dialog informal menyebabkan 
miskomunikasi dan konflik kecil yang tidak tertangani. Sistem komunikasi berbasis data, meskipun 
efisien, tidak dapat sepenuhnya menggantikan nilai empati dan fleksibilitas interaksi yang 
sebelumnya dijaga dalam komunikasi lisan dan budaya kerja kolegial (Masriadi et al., 2021; Pahdi et 
al., 2025; Rohaemi et al., 2025). 

Perubahan pola komunikasi akibat digitalisasi dalam penyelenggaraan haji mencerminkan 
dinamika kompleks antara tuntutan efisiensi sistem dengan kebutuhan mempertahankan nilai-nilai 
kehumasan dan keagamaan. Sistem digital harus dimaknai bukan hanya sebagai alat kendali 
administratif, melainkan juga sebagai medium strategis untuk memperkuat tata kelola haji yang 
adaptif, partisipatif, dan humanis (Aryesta & Selmi, 2022). Dalam kerangka smart governance, 
keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari tingkat kecepatan informasi, tetapi dari sejauh mana 
teknologi mampu memperkuat struktur kerja, memperpendek birokrasi, dan menjaga kualitas 
komunikasi antar manusia dalam pelayanan ibadah suci. 

Tantangan Kelembagaan dan Fragmentasi Komunikasi Antar lembaga 

Struktur penyelenggaraan haji di tingkat kabupaten tidak hanya melibatkan Kementerian Agama, 
tetapi juga Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan lembaga 
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pendukung lainnya. Kompleksitas ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang tidak hanya 
bersifat administratif, tetapi juga berbasis komunikasi yang efektif. Di Deli Serdang, koordinasi 
tersebut sering kali terganggu oleh tumpang tindih kewenangan, perbedaan budaya birokrasi, serta 
tidak sinkronnya sistem informasi antar instansi yang terlibat. 

Penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan integrasi data yang solid antara data kependudukan, 
data kesehatan jamaah, dan data administratif keberangkatan. Namun di lapangan, integrasi ini sering 
terhambat karena masing-masing instansi bekerja dalam perbedaan informasi:  

“Kami sudah input data jamaah ke sistem Kemenag, tapi dari Dinas Kesehatan minta ulang dalam format 
berbeda. Belum lagi Disdukcapil punya versi data lain” (wawancara dengan MY, 10 April 2024).  

Situasi ini menunjukkan kegagalan dalam menyatukan ekosistem data yang menjadi prasyarat 
dalam networked governance. Menurut teori networked governance, efektivitas layanan publik di era 
digital bergantung pada kemampuan institusi untuk membangun jejaring kolaboratif yang tidak 
hanya formal, tetapi juga fungsional (Khalishaa et al., 2025). Dalam konteks ini, struktur 
penyelenggaraan haji seharusnya dirancang untuk mendorong alur komunikasi dua arah yang terbuka 
dan responsif antar aktor. Namun realitas di Deli Serdang justru menunjukkan dominasi struktur 
vertikal, di mana keputusan dan informasi cenderung bersifat top-down dan tertahan di level 
koordinasi awal. 

Tantangan utama lainnya muncul dalam bentuk resistensi terhadap sistem digital yang 
dikembangkan oleh Kementerian Agama. Meskipun aplikasi seperti e-Hajj dan e-Penkin telah 
diperkenalkan, tidak semua instansi daerah mengadopsinya secara konsisten. Beberapa instansi 
masih lebih nyaman menggunakan dokumen manual, surat menyurat, atau komunikasi lisan dalam 
koordinasi teknis.  

“Dinas Kesehatan masih minta dokumen hard copy, padahal semua sudah kami unggah di aplikasi. Itu 
membuat kami kerja dua kali” (wawancara dengan MK, 10 April 2024). 

Resistensi ini diperkuat oleh kurangnya pelatihan teknis dan komunikasi lintas instansi yang 
terstruktur. Tidak ada forum bersama yang secara rutin mempertemukan perwakilan semua lembaga 
untuk menyamakan persepsi, memperbarui kebijakan teknis, atau mengevaluasi pelaksanaan sistem. 
Koordinasi yang terjadi biasanya bersifat insidental dan reaktif, bukan proaktif. Hal ini membuat pola 
komunikasi antar lembaga menjadi tidak stabil dan mudah terputus saat menghadapi situasi krisis 
atau perubahan kebijakan mendadak (Azlan & Pariz, 2025; Bamatraf et al., 2023). 

Fragmentasi juga terjadi dalam struktur otoritas pelaporan. Di beberapa kloter, petugas harus 
melapor ke lebih dari satu pihak dengan format dan saluran berbeda. Hal ini tidak hanya mempersulit 
distribusi informasi, tetapi juga menimbulkan kebingungan di antara petugas lapangan tentang 
kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.  

“Kadang dari Kemenag minta laporan harian via aplikasi, tapi dari dinas minta kirim langsung lewat email 
dan WA. Mana yang harus kami prioritaskan?” (wawancara dengan TL, 12 April 2024). 

Dalam kondisi seperti ini, kekosongan koordinasi formal sering diisi oleh komunikasi informal 
melalui WhatsApp group, panggilan pribadi, atau jaringan sosial antar tokoh birokrasi. Meskipun 
efektif dalam jangka pendek, komunikasi informal ini tidak bisa diandalkan dalam proses 
dokumentasi dan pertanggungjawaban administrasi. Selain itu, saluran informal rawan menciptakan 
eksklusivitas informasi yang justru melemahkan prinsip inklusivitas dalam tata kelola pelayanan 
publik. 
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Masalah lain yang mencuat adalah kurangnya struktur komunikasi krisis yang terintegrasi. Saat 
terjadi kondisi darurat, seperti jamaah yang sakit mendadak atau kendala transportasi, proses 
pengambilan keputusan sering kali tidak melibatkan semua pihak yang relevan. Petugas lapangan 
harus bertindak cepat dengan informasi yang tidak lengkap, sementara koordinasi antar lembaga 
sering tertunda karena tidak adanya prosedur komunikasi yang jelas. Hal ini berpotensi menurunkan 
kualitas layanan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam penanganan jamaah (Madani et al., 2023). 

Fragmentasi ini pada akhirnya berimplikasi pada kualitas keseluruhan penyelenggaraan haji di 
tingkat kabupaten. Pelayanan yang seharusnya terstandarisasi dan terintegrasi menjadi bergantung 
pada improvisasi masing-masing petugas dan hubungan personal antar instansi. Kondisi ini 
menandakan kegagalan dalam membangun struktur komunikasi organisasi yang sesuai dengan 
tuntutan era digital dan kolaborasi antar lembaga. 

Tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh petugas haji Deli Serdang dalam hal koordinasi, 
pelaporan, dan komunikasi lintas instansi mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital 
tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau platform daring. Diperlukan pendekatan 
networked governance yang tidak hanya menciptakan sistem, tetapi juga memperkuat budaya 
komunikasi, memperjelas struktur tanggung jawab, dan membangun jejaring yang sejajar dan 
fungsional antar semua aktor dalam ekosistem penyelenggaraan haji. 

Pembahasan 

Strategi Komunikasi Adaptif dan Inklusif dalam Pelayanan Jamaah 

Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menuntut efisiensi teknis, tetapi juga kepekaan terhadap 
dimensi kemanusiaan, spiritual, dan sosial yang melekat dalam pengalaman jamaah. Petugas haji 
tidak semata bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator spiritual dan penghubung 
emosional antara sistem dan jamaah, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang 
disabilitas. Dalam konteks digitalisasi yang masif, strategi komunikasi adaptif menjadi sangat penting 
untuk menjembatani keterbatasan teknologi dan memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap 
menjadi ruh dalam pelayanan (Hafiz et al., 2022). 

Pengalaman di Deli Serdang menunjukkan bahwa petugas haji menghadapi dilema antara 
tuntutan pelaporan digital dan kebutuhan untuk menjaga kedekatan personal dengan jamaah. Banyak 
jamaah lansia tidak memiliki pemahaman teknologi, bahkan kesulitan mengenali proses administratif 
yang terus berubah. Kondisi ini mendorong petugas untuk menggunakan bahasa sederhana, 
pendekatan empati, dan metode visual agar pesan dapat diterima dengan baik oleh jamaah (Azlan & 
Pariz, 2025). 

Strategi komunikasi interpersonal menjadi ujung tombak dalam menciptakan suasana 
pelayanan yang tenang dan ramah. Petugas yang berhasil membangun kedekatan emosional dengan 
jamaah biasanya memiliki cara komunikasi yang tidak menggurui, bersabar menjelaskan, dan mampu 
membaca bahasa tubuh serta ekspresi wajah jamaah. Ini sejalan dengan konsep empathetic 
communication, di mana efektivitas pesan tidak hanya diukur dari keterpahaman secara rasional, 
tetapi juga dari kemampuan pesan tersebut menyentuh dimensi afektif penerima (Rahmawati et al., 
2023). Komunikasi seperti ini bukan hanya strategi, tetapi juga bagian dari ibadah dalam konteks 
pelayanan haji. 

Dalam praktiknya, pendekatan berbasis religious value-based communication sangat membantu 
petugas dalam menjelaskan prosedur dan keputusan teknis kepada jamaah yang ragu atau merasa 
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takut. Penjelasan dengan merujuk pada nilai sabar, tawakal, dan musyawarah seringkali lebih mudah 
diterima ketimbang penjelasan formalistis. Komunikasi berbasis nilai memperkuat legitimasi pesan 
dan membangun rasa saling percaya antara petugas dan jamaah. 

 

Adaptasi komunikasi juga dilakukan melalui pendekatan berbagai saluran. Petugas 
memanfaatkan komunikasi verbal, tulisan, visual, bahkan simulasi langsung untuk menjelaskan 
prosedur tertentu seperti penggunaan toilet, rute menuju tenda, atau waktu pelaksanaan ibadah. Bagi 
jamaah tunanetra, petugas menggunakan teknik sentuhan lembut dan petunjuk suara. Bagi lansia 
yang mudah panik, petugas memberikan repetisi instruksi dengan intonasi suara yang stabil. Ini 
menunjukkan bahwa komunikasi tidak bisa diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan 
karakteristik audiens secara kontekstual. 

Teori situational communication theory menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang efektif 
sangat ditentukan oleh situasi dan karakteristik komunikan (Alamsyah et al., 2024; Razak & Sumanti, 
2023). Dalam konteks pelayanan haji, penerapan teori ini tampak dari cara petugas membedakan 
komunikasi dengan jamaah berpendidikan tinggi dan jamaah yang buta huruf. Mereka menghindari 
istilah teknis seperti “kloter”, “manifest”, atau “digital check-in” dalam berinteraksi dengan jamaah 
yang belum terbiasa dengan istilah birokratis. Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya 
fleksibilitas dalam menyampaikan pesan (Rani, 2023).  

Resistensi terhadap digitalisasi teknokratik juga ditunjukkan melalui sikap petugas yang tetap 
menjaga komunikasi tatap muka, meskipun sistem telah menyediakan notifikasi otomatis. Mereka 
menyadari bahwa humanisasi dalam pelayanan lebih penting daripada kecepatan pelaporan.  

“Sistem bisa kirim pesan otomatis, tapi itu hanya teks. Kita tetap harus sampaikan langsung supaya jamaah 
merasa diperhatikan,” (wawancara dengan MY, 10 April 2024).  

Strategi ini memperkuat gagasan bahwa teknologi hanya alat bantu, bukan pengganti dimensi 
relasional dalam pelayanan keagamaan. Komunikasi yang inklusif juga berarti menciptakan ruang 
partisipasi bagi jamaah untuk bertanya, menyampaikan keluhan, atau sekadar mencurahkan 
kecemasan. Petugas yang adaptif biasanya membuka dialog dua arah dan memberikan ruang aman 
bagi jamaah yang merasa bingung atau terintimidasi oleh perubahan prosedur. Keterbukaan ini 
menciptakan iklim komunikasi yang sehat, di mana jamaah tidak hanya menjadi objek pelayanan, 
tetapi juga subjek yang dihargai dalam sistem pelaksanaan ibadah haji (Syamsiah & Mukri, 2024). 

Strategi komunikasi adaptif dan inklusif yang dikembangkan oleh petugas haji di Deli Serdang 
bukan hanya menjadi respons terhadap tantangan digitalisasi, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan 
positif terhadap sistem yang cenderung mengabaikan sisi manusiawi jamaah. Pendekatan ini 
menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam pelayanan haji tidak cukup hanya akurat dan 
cepat, tetapi juga harus menyentuh, menguatkan, dan memberdayakan jamaah sebagai individu yang 
menjalankan ibadah paling agung dalam hidup mereka. 

SIMPULAN 

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berstatus stateless 
person, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Meskipun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia telah mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak korban, 
kenyataannya hak-hak tersebut sering kali tidak diakomodasi dalam praktik peradilan. Anak stateless 
person mengalami dampak berlapis: menjadi korban dari kejahatan seksual sekaligus korban dari 
ketidakjelasan sistem kewarganegaraan dan kebijakan pengungsi. Dalam ruang pengadilan, perhatian 
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lebih banyak diberikan pada pemenuhan hak anak pelaku, sementara hak-hak anak korban justru 
terabaikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin 
prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak. 

Diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada pendekatan yuridis-sosiologis untuk 
mengeksplorasi lebih dalam bagaimana dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan memengaruhi 
ketimpangan perlindungan hukum bagi anak stateless person korban kejahatan seksual. Selain itu, 
perlu dikaji mekanisme terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka 
mengakomodasi hak-hak anak korban dalam putusan pengadilan. Penelitian interdisipliner yang 
melibatkan perspektif hukum, psikologi, dan kebijakan publik sangat penting untuk mendorong 
reformasi sistemik dan membangun sistem hukum yang inklusif dan berperspektif anak. 
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